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PERATURAN 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani 

kepada pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia, perlu memberikan cuti kepada pegawai negeri 

sipil Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah 

bekerja dalam kurun waktu tertentu; 

b. bahwa untuk menjamin keseragaman dan tertib 

administrasi pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Pemberian 

Cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah          

Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145         

Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedelapan  atas  

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah          

Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2015 Nomor 322); 

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non- 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013  

Nomor 11); 

5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); 

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri 

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1861); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 

INDONESIA. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan 

dalam jangka waktu tertentu. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian PNS Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK 

atau pejabat di lingkungan LIPI yang mendapat delegasi 

sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan Cuti. 

5. Pejabat adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan 

tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan pengawas di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

6. Atasan Langsung adalah Pejabat di lingkungan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia yang membawahi pegawai di 

lingkungan satuan kerja. 

7. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk untuk 

melaksanakan tugas dari Pejabat definitif yang 
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berhalangan tetap. 

8. Pelaksana Harian adalah PNS yang ditunjuk untuk 

melaksanakan tugas dari Pejabat definitif yang 

berhalangan sementara. 

9. Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk 

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan yang beranggotakan 

dokter pemerintah untuk menguji kesehatan PNS. 

10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya 

disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah                   

Non-Kementerian yang melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 

11. Satuan Kerja  adalah satuan kerja di lingkungan LIPI. 

 

Pasal 2 

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

pemberian Cuti PNS di lingkungan LIPI. 

 

BAB II 

TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Jenis Cuti terdiri atas: 

a. Cuti tahunan; 

b. Cuti besar; 

c. Cuti sakit; 

d. Cuti melahirkan; 

e. Cuti karena alasan penting; 

f. Cuti bersama; dan 

g. Cuti di luar tanggungan negara. 
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Bagian Kedua 

Cuti Tahunan 

 

Pasal 4 

(1) PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling sedikit          

1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas Cuti 

tahunan. 

(2) Lamanya hak atas Cuti tahunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yaitu 12 (dua belas) hari kerja. 

(3) Dalam hal hak atas Cuti tahunan yang akan digunakan 

di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu Cuti 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender. 

(4) Permintaan Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diberikan untuk paling sedikit 1 (satu) hari 

kerja. 

 

Pasal 5 

(1) Untuk menggunakan hak atas Cuti tahunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS atau calon 

PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara 

tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Memberikan 

Cuti. 

(2) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang 

Memberikan Cuti memberikan Cuti tahunan kepada PNS 

atau calon PNS yang bersangkutan. 

(3) Permintaan Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan Formulir A tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Lembaga ini. 

 

Pasal 6 

(1) Hak atas Cuti tahunan yang tidak digunakan dalam 

tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun 

berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari 

kerja termasuk Cuti tahunan dalam tahun berjalan. 


